Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
yang efektif, efisien dan berkualitas

POHON KINERJA

1 BPKAD KOTA BATAM

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien
dan akuntabel

Opini BPK
Optimalnya Kualitas Layanan Meningkatnya kualitas sumber daya
Pendukung Penyelengaraan Urusan manusia yang profesional dalam
Pemerintah Daerah pengelolaan keuangan dan aset

daerah untuk mewujudkan tata kelola
yang baik dan akuntabel
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Indeks Kepuasan terhadap layanan Ketepatan waktu dalam penetapan Presentase laporan OPD yang lengkap
Kesekretarisan dan pelaporan APBD sesuai SAP

|

Persentase penurunan masalah
penilaian dan pengakuan aset
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ESELON Il

Indikator Program :
1. 1.Ketepatan waktu dalam

Indikator Program :

Persentase Kegiatan urusan penyampaian KUA dan PPAS
penunjang yang terpenuhi serta RAPBD sesuai dengan
I aturan yang berlaku <

2. Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan SKPD lengkap
dan tepat waktu

Indikator Program : Persentase hasil
temuan pemeriksaan aset yang
ditindaklanjuti
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ESELON IV

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Persentase Dokumen
Pengelolaan Aset/BMD
yang harus Dipenuhi

100%

Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang terlaksana

Administrasi Keuangan | Persentase Administrasi 100%
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
Daerah yang terpenuh
Administrasi Persentase Administrasi 100%
Kepegawaian Perangkat | Kepegawaian Perangkat
Daerah Daerah yang terlaksana
Administrasi Umum Persentase Penyediaan 100%
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Persentase Pengadaan 100%
Milik Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah yang
terlaksana
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan 100%
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100%

Koordinasi dan Persentase Dokumen 100%
Penyusunan Rencana Penganggaran yang harus
Anggaran Daerah disusun tepat waktu

Koordinasi dan Presentase Koordinasi 100%
Pengelolaan dan Pengelolaan

Perbendaharaan Perbendaharaan Daerah

Daerah

Koordinasi dan Persentase Jumlah 100%
Pelaksanaan Akuntansi | Dokumen Pelaporan yang

dan Pelaporan Disusun

Keuangan Daerah

Penunjang Urusan Persentase dana tidak 100%
Kewenangan terduga yang tersedia

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pengelolaan Data dan Persentase Pengelolaan 100%

Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Data da Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah




